
KEPUTUSAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

NOMOR 30/DPRD.LPG/ 13.01/2016 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENETAPAN TERHADAP 4 (EMPAT)
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pembentukan 
Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi 
Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 

b.	 bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 
atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian 
persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud 
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu 
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 95, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 

2.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2918); 

3.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenagaketjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 

4.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 
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6.	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

7 .	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

8 .	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasiona1 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Nomor 4301); 

9.	 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Nomor 5025); 

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaam dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5309); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5385); 

21.Peraturan	 Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 

23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 

Memperhatikan : 1.	 Rapat Pimpinan DPRO Provinsi Lampung tanggal 30 
November 2016; 

2.	 Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 
30 November 2016; 

3.	 Rapat Komisi IV, Komisi V dan Panitia Kerja dengan 
Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi-Fraksi DPRD 
Provinsi Lampung tanggal 7 Desember 2016; 

4.	 Rapat Paripuma DPRD Provinsi Lampung tanggal 8 
Desember 2016; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 
TERHADAP 4 (EMPA~ RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG. 
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KESATU	 Menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung tentang : 

1.	 Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung; 
2 .	 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Bidang Konstruksi; 
3.	 Pembinaan Jasa Konstruksi; 
4 .	 Pengembalian Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK dari 

Kabupateri/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung; 

sebagaimana naskah terlampir yang merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk 
diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi 
Larnpung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

KEDUA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Bandar Lampung 
pada tanggal 8 Desember 2016 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 
JWZl~L KETUA, 

Hi.IMER DARIUS,SE. ,MM. 

Tembusan: 

-r>; 1.	 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2.	 Gubernur Lampung di Bandar Lampung; 
3.	 Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung; 
4.	 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar 

Lampung. 


